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PETUNJUK BAGI PENULIS
Untuk Art ikel  l lmiah

10

Naskah belum Pernah di terbi tkan dalam media cetak la in,  drket ik dengan spasi
rangkap pada kertas kwarto, panjang 15-20 halaman dan diserahkan dalam bentuk
naskah atau disket Naskah/ disket diket ik dengan menggunakan pengolah kata
MS Word. atau Word Star (WS) atau Word perlect (Wp)-
Art ikel  d i tu l is  dengan bahasa Indonesia atau asing dengan stanoar penggunaan
bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar.
Art ikelyang dimuat dalam jurnal  inr  mel iput i  tu l isan tentang hukum baik sebagai
hasi l  penel i t ian atau art ikel  i lmiah konseptual .  Art ikel  hasi l  penet i t ian lebih
diutamakan

Tul isan hasi l  penei i t ian/  tesis/  desertasi  d isaj ikan dengan sistemat ika sebagai
ber ikut .  (a) iudur,  (b)  nama pengarang, (c)  abstrak,  ber i i i  pemadatan dar i tu juan
penul isan, metode penel i t ian dan hasi l  pembahasan (Maksinrum z5 kata dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris),  (d) key words, (e) pendahuluan, ber is i  latar
beiakang ( f ) rumusan masarah (g)metode pener i t ian,  (h)hasir& pembahasan, ( i )
kesimpulan Can saran ( j )  daf tar  pustaka
Tultsan art ikel  i lmiah konseptual  drsal ikan dengan sistemat ika sebagai  ber ikut :
(a) iudul (b) nama pengarang, (c) abstrak beris i  pemadatan dari  tuluan penurisan
dan hasi l  pembahasan (Maksrmum 75kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggrrs) (d) key words, (e) pendahuruan, ber is i  ratar berakang (f)  pembahasan, (h)
kesim pulan, (r)  daf tar  pustaka

setrap kut ipan harus menyebutkan sumbernya secara rengkap dan di tur is dengan
system foot note atau end note secara konsisten dengan pedoman sebagai berikut:

Sut l ipto Rahardjo 197g. Hukum dan perubahan sosial .  Bandung: penerbi t
Alumnr Hlm 26

Suparman I \4arzuki.  "Hukum Modern dan lnst i tusisosra/ '  Art ikeldalam Jurnal
Hukum No 7 Hlm 35

- 
Erman Ralagukguk 1g96 "Anar isrs Ekonomi rerhadap Hukum daram

Menyongsong Era Global isasi .  Jakarta: Badan pembinaan i luxum Nasional
Departemen Kehakiman Hlm 5
Daftar Pustaka disal ikan mengikut i tatacara sepert tcontoh ber ikut  dan diurutkan
secara al fabet is dan kronologis

Rahardjo, s '1979. Hukum dan perubahan sosra/ Bandung. penerbi tArumni.
sanusi,  A '1996 "part is ipasidatam siaran pedesaan at iu Aaopsi lnovasi, ,

Forum Penelr t ian Vol  l .  No 2.  1996 34_50
Jika ada tabeldan gambar,  masing-masing diber i  nomor, judur dan Keterangan
yang je las

Penyunt ing berhak merubah naskah tanpa mengurangi  is i ,  atau menorak naskahyang kurang layak untuk dipubl ikasikan
Melampirkan Biodata penul is secukupnya dan copy bukt i  d i r i .
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SALA/U PEDAKST

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.Perkembangan masyarakat dan
hukum di era reformasi, kini memasuki sinrasi yang demikian rentan terhadap berbagai
perubahan yang akrab bersinggungan dengan masalah klasik hukum, yakni penoalan
keadilan dan kepastian hukum.Pada tataran yang demikian, Legality jurnal ilmiah
hukum yang dimaksudkan sebagai media pembinaan umat di bidang keilmuan hukum,
pada edisi kali ini mencoba memberikan perhatian pada pengakuan dan perlindungan
hak, baik itu yang berkaitan dengan persoalan agraria, pengelolaan lingkungan hidup,
peranan rakyat dalam pemilihan umum secara langsung dan keamanan negara,
sengketa wilayah ataupun tenaga kerja wanita dan praktek penegakan hukum dalam
sistem peradilan pidana Indonesia.

Kajian atas masalah-masalah hukum di atas, diharapkan akan mampu menjembati
berbagai upaya-upaya pembaharuan hukum dalam arti pemumian hakikat kebenaran
hukum, yang mampu mewujudkan insan ci ta hukum. wal lahu a' lam.
Wassalamu' alaikum warahmatu llahi wabarakatuhu. Redaksi



rM PLI KASI PENCA B UTAN HAK ATAS TANAH
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

OIeh: Ari purwodi'\

Abstrak

Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasaryangjuga merupakan
bagian dari hak asasi manusia. pencabutan kepemiritu" rr"r, atas tanah
oleh presiden dilakukan wrtuk kepentingan unun. perlindungan subjek
hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada
pemahaman pengertian kepentingan umum. Kepentingan umum
merupakan su"atu yang abstrak, mudah dipahamir..uru teoritis, tetapi
menjadi sangat kompleks ketika di i mplementasikan.

lThe ov'nership of right o,er land is u basic right which is arso a
purr oJ human rights. The revocation of righr over rand by the
President was done for the sake o.f geniral community. The
protection of subjects' right in facing the revocation is based on
unrlersranding of community need. The community need is
s'omething abstract, easy to theoretical ly understand, but
compl i cate d t o i ntplement ).

Key words: revocarion of right over rand, human righrs, rechr staal

A. Pendahuluan

Kebijakan publik telah ditetapkan oleh
pemerintah mengenai kewenangan pemeri n
tah untuk melakukan pencabutan hak atas
tanah demi kepentingan umun dengan telah
d i ke luarkannya peraturan presideri Nomor
36 Tahun 2005 Tentang pengadaan tanah
bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (unhrk selaniutta ditLrlis
Perpre s No. Tahun 2005). n4.nrrr.,icatatan

Kompas, ketentuan pencabutan hak atas
tanah ini ternyata tidak jauh beda dengan
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan
Pembangunan untuk Keoentingan Umum,
yang pernah dikeluarkan oleh presiden
Soeharto. Baik Keputusan presiden Nomor
55 Tahun 1993 maupun perpres No. 36
Tahun 2001, sama-sama merujuk pada
Undang-undang Nomor 20 Tahun l96l

' [ )osen I-akul tas Hukunr lJnrversi tas Wi ja l ,a Kusunra Surabal .a
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-fentang Pencahutan llak-hak atas Tanah
dan Benclii yang ada cliatasnya (Kompas, 8
l\{e i 2005)

I jndang-Undang Ncimor 20 Tahun I 961
tersebut dikeluarkan dengan memberi
pcngaturan bahwa untuk kepentingan urnum,
termasuk kepentingan bangsa dan negara,
serta kepentingan bersama dari rakyat,
demikian pula kepentingan pembangunan,
maka Presiden dalam keadaan yang me-
maksa setelah mendengar Menteri Agraria.
N{enteri Kehakiman dan Menteri yang
bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas
tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.
Menurut Perpres No. 36 Tahun 2005.
pencabutan hak atas tanah dilakukan oleh
Presiden atas Permintaan Badan pertanahan
Nasional (BPN) dan menteri dari instansi
yang memerlukan tanah tersebut serta
lvlenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terbitnya Perpres No. 36 Tahun 2005
ini disambut pro dan kontra dari berbasai
pihak. Sambutan baik diber ikan oleh
Departemen Peker jaan Umum, sebao
kebi jakan in i  akan memudahkan dan
melancarkan proses pembebasan lahan
mtuk pem ban$man infrastuktur. Serinekali
hambatan yang dihadapi oleh Departeinen
Pekeriaan lJmum di lapangan adalah makin
maraknva pengalihan kepemillikan lahan
pada lokasi yang hendak di bangun infra_
stukttu. Pengalihan ini membuat harga tanah
pun meningkat sampai ratusan persen dari
ni lai jual objek pajak (NJOP). Banyak
usaha dan cara yang digunakan ojeh
ma-sy'arakat yang mengklaim sebagai pemilik
tanah guna terpenuhi  harga . jual  yang
ri i i n ri r n k an. l)a I irm pi:m 6un r,r,ran prol,ek
rr, lelr penrerintalr scrirruLii l i  pemerintah
rnen.ghaCap i m asaiali .'aitii hanvak speku I an
tanah vang rnelakukan aksinya dengan

nrembelr lahan-lahan tersebut sebelum
proyel di laksanakiin. (Kompas, g Mei
2005 r.

Sebaliknya, Perpres No. 36 Tahun 2005
membuat ribtnn bahiran puluhan ribu warga
dari 13 t,elurahan di Jakarta Timur dan
Jakarta Ljtara yang terkena proyek Banjir
Kanal I imur menjadi semakin resah. yang
selama ini justru diombang-ambingkan
dengan proses pembebasan lahan yang tidak
transparan (Kompas, 9 Mei 2005). Lem_
baga Studi dan Advokasi Masyarakat
(Elsam ) berpendapat bahwa penegasaan
kembal i  ketentuan lama bahwa demr
kepentingan umum, hak atas tanah mihk
seseorang atau instansi bisa dicabut oieh
negara dikhawatirkan akan merugikan para
pemilik tanah seperti pengalaman masa lalu.
Pencabutan hak atas tanah untuk proyek
besar dinilai sangat merugikan pemilik tanah.
sepert i  pengalaman dalam kasus pem-
bangunan Waduk Kedung Ombo.

Selanlutnya dikatakan pada masa
rcformasi saat ini harus ada revisi terhadap
ketentuan vang mengatur tentang hak atas
tanah dengan memberikan jaminan terhadap
kepemrhkan tanah. Dengan revisi tersebut.
bukan berarti hak milik atas tanah tidak bisa
dicabr,it, retapi prosesnya tidak semudah di
zaman Orde Baru, karena harus melewati
aturan 1'ang ketat (Kompas, 9 Mei 2005).

Dalam masa relomasi ini banyak masva_
rakat layak rerkejut dengan dikeiuarkarurva
kebijakan publik yang dituangkan dalam
Perpre:; No. 36 Tahun 2005. Keterkejutan
i tu l - rer l i r ,an.  karena ki ta semua i idak
r.r lr: irr:rr f , i la ; iemerinlah mengeluarkan
i l r i iatLi t r l t :  . l i  tengah harapan berjalannya
pr (r,:..: j,jcr:r r.k rasi dan penuuatan hak_hak
'-.il i at srpri. Lairimva perprcs No. j6-lahun
2f)05, nrengingatkan orang pada praktek_
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Ari Purr.vadi, lnpl iku.si Pcncuhulutt Hak Atus Tunalt 7'hi l  I ' t :r i tndungan I{ctk.4vasi

praktek l )cmerintahan Ords l l r ru dalanr

rncngambil  paksa lanah-tanah rakvat baik

)ar i$ ,J i  ko{J rnalrpun di  desa dengan

mclls,rtasnant akan pernbangunan, sehingga

rnenirnbuikan penggusuran dan konf l ik

allrana.
KalaLr ki ta perirat ikan bahrva Perpres

No. .16 ' i 'ahun 2005 dapat dikatakan

merupakan kelanjr"rtan kt-'bijakan publik di
masa pcmerintahan Orde Baru seper l i

lcr'lrl;r,lg .l:iiarn sln';it \4enteri i):llarri Negeri

. l  I )es,: inb*r i  97:-1 Norntrr  l l  I  Ot l , ' l  l i  1975

i c ri t r"uri l i'ctr ur i r Lk I'rhk sana:ui f'et t i i'rc basan

1 ;lrai:',iru : i)eraii u,in \lcntcri [)aizul Negc ri

l . r . '  . "  I ( )16 i , rn1. i r . ! ! :  t r )enggunaan Cara

i l r r r f  i  s . : i r ; i \ i tn {- .a ia l 'c t lhebasan ' Ianah

I iltr rk Sn :isla.st::1a beberapa peraturan iain
1, i tnu rnf mper k i :at  kedua pe raturan te rse-

hr,it.ijcn::iin <jeinikiur" sebenamya hingga saat

:ni  t rr jaL ada suatu perbaikan kebi jakan
puhiik tentang pertanaha-n bagi nliyat, rnalah

i i l .il'ii sei,rl r kr:','a terl adi proses peny'in gki ran

r i ik  i  at  i l t r ls  iani i rn l 'a scndir i  semakin
sistein;lis"

Srstcrn pe mcnntahan negara sebagai-
tll i l-nil val lg clicantum k iin dalam penj elasan
i. lndans- 'Linciang Dasar 1945 (tJtJD 1q45 i

di.inlilranr,a menyatakan prinsip. bahu'a
"lnrlonesia adalah negara yang berdasarkarr
; i . r r  i rukum irechtstaat)"  dan "Pemeri l l : r i i

l ;cr i iasar atas sis lem konst i tusi  (hukunr

dasar). Elenien pokok negara hukum adalah
pen*akuan dan per l indungan terhadap
" li lnclamental rights". l)cngan demi kian.
berarti bahr.r'a tiada ncuara hirkur:r ta:rpn
pr:nerkuan dan r ' 'e ' i l  i i - .dr i ; rsrn terh;rdnt
"lirirttlrrr l cnl;i i n l-:hr,'

l , r r r ' r i i ' ; . t  scr j i : r : ; - i ; i i :  i  '11 . :1 i

: i i t l :11"" l i j  ; ' : - i i i i : . - r i l l i  l . , ,Lr : : t i  r " l i ,

L i i : i rSi ; l l  S-(  Af i i  r i . t * f :  i i .  , ' ; : i .

t l ' . :  ! . i i i r i { i : { ,1 ;

'1,1f ; l - i ; ; r  1;s; .1. '

r l . .  nrcnl i ; i : - | ; i :
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mcngair : r  gar is besa: s l iu i , t i l .  Can l i rnrrr i

I c ni haga - i c m ba gir p'; tn,"' r i t :i lr it lil. tc r l n.: s ul.:

kencnangart  Jan irat l r"  i . 'J \ . r i r . i : - lg i ln 1s11.-

baga tcrsebut { \\ ' ign jt 's.rchrr'trr. 20()-'. -1{}1
Ide kon:;titusi onal i sr n c ht'rk':r:rbrng di Eropr

hcrr l . rs lrrkalr  I  csensi.  y ui tu :

1 . konscp "neqira hukum"..vang menya-

taKan bahu'r  kcwibirrraan hukunr

sccara univcrsal mcni l l l l l ls l  kckr nsaan

ncgara. dan
i .  konscp hak-hak sipi i  warga ne g.rr : r .

' rJn5l nie nlatakan bah,.va kebet,as; i t t
i \  : r rgi i  ne!rrra di  iarr i  in l '  !  c i i  konstrt  l  i '  i

r i l i ' t  f ,ck i t ; ts; t ; t i t  I i \ ' ! rJ i ' r . r , l i i r l t ; ts i  u i r l t
'L '  l t : t i l t : . t  Sur- ' i l  k t ' i ' : i " l \ .L j r r  I ; l : l i j i l  ; iAI l \ . l

:n iu r gk i n I I1c l' i i r- t{ r i u I t i c L: i tt ntiu titl'a &rn

krr i l : I  i t  i rs i  : ; r l  a r  \ \ ' i  r  I ) l  osor. : t ) ro t r , .

2( l0 l : . lU5 t

lUcnrurrt idiom konstrtusionalisme. sctiap
r,,ujud kekuasaan -v-ang mempunyai dasrrr
pembc'narannya menurut hukum diselrut
k';rr, : lr ;rngun. Schaiikn, '  a setiap ekspres i
kckuaraan vang i idak ad.r dasar konsti-
iusicnulnr':r atari tidak ada clasar hukumny a
rla I arn nerundang-undan gan haruslah d i k a-
tak an k escwenang-wenangan ( Wi gnj.''soe-
hrotri. ltX)2;405 ). l)alzurr kehidupan dimana
hukum dihangun dengan dilrvai oleh m, 'rai
k( )nstitrt.sionalme. 1'artu nlenl alnrn kehreb:r-san
rl.rn hak warga. maKa nr!:r lalrt i  hukum tlarr
konstilu.i pada halckirtnr ;r r] rr.'rtiutti inrp.-nrt rl
vrng tcrkaniglg sci .aqal sunrJnsl 61x(n.1r\  l

d r dal amnva" Mak-sudnt'a " i, r r pemtil'' ircla I al r
hak-hak warga yang asasi harrrs dihr;rnr l t i
dm diterrakkan rrleh pengcnllrirng ke krnsi:rur
i t . - 'L l i i r ; i  d i r i - r i lnd'-r 'n l j l t I I  i ' l - t i l i i l tPt t t ' i .  j i ; ,  t ,

'  t ' l i .  . l  \ r i r i i t l  i t l r . ! , .J,r t : ' r . i1 ' : . !  1, . . i '  '1r ,1r . , ; r ;  :

,  t ' i , ,1 i '  r i - . i ! i  i ! ' l ' i i i .1I  1 l !  r l i , l r I r  I ' r r ' t ; ' i i lCl l ! : :L: ' . i

' ' t lan:tr ;r irrosf s pttrnhr-irri l ,:n ti r. ' ir; l ikiul irui iIr,
( 'r\ 'rcnlr;soe broto. 2t){)l:-}{,), i r



l .cgal i t l .  Yolune 13, i t 'omor ) . \ 'aprember 2005 - I ,-ebruart 2()(tr

I luJturn pada !ur]urut)/a menentukan hak
li ln keuaiihJn seseorang. \4enurut cara
f .ri t\irlltq i ndiv idual istik, rrialta hlft unr yang
.i icrrnlkan untuk nrcnellakkan hak asasr
l! l l l l l t l i : l i i  \ '3ng SeCara galiS LreSar seSUai
tlcnpan aiaran John l,ocke adalah life, litrerti
dan proper"ti. Ketiga hak asasi mmusia yang
nalitrg utama ini menjadi objek utama hukun
dan menumbuhkan hak bagi seeoranq yang
ha:r.r-s di lindu.n gr. FIak asasi ini dikembangkan
dan di.f  amin oleh negara di setiap aspek
kehidupan manusia. Penerapan hak asasi
rnanusia di bidang ideologi dan poli t ik
menumbuhkan hak ekonomi, serta pene-
rapan di bidang sosial-budaya menum-
huhkan hak sosial budaya.

Berbeda dengan cara pandang indivi-
drnlistik yang bisa mengarah kepada situasi
srwival ofthe fittes, maka cara pandang kita
berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan
demikian. semua hak dan kewaj iban
berstunber dari konstifusi, bulian bersumber
dari hak asasi perseorangan. Hak dan
kelr,aj iban konstitusional merupakan hasil
kesepakatan dari rakyat. Di dalam cara
pandang integralistik Indonesia, pengem-
bangan hak dan kewajiban konstitusional
penyelenggara negara, warga negara dan
penduduk dituangkan ke dalam tatanan-
tatanan kehidupan yang nilai-nilai dasar
setiap tatanan kehidupan tersebut dituangkan
didalam U{JD 1945. Secara integral dengan
tatanan kehidupan dirumuskan hak dan
kewajiban penyelenggara negara dan
penduduk, sehingga terbentuklah masya-
rakat yang bersifat demokratis, berkepri-
miurusiaan, dan berkeadilan sosial.

B. Permasalahan
'lanah merupakzur unstlryang paling vital

bagi proyek pembangunan infra stuktur,

airalaui provsk tersebrrt mcmhufuhkan areal
l . rntrr  \  Jrrg luas I lcr t ratai  cara ) .anq
ii lt:ij i :klri o lch h rrkr-:m'lirt r rk nr emper-o lelr
lrrnh r iutg diprlukar r':ritLr nr*lahri pi:o.,crlLrr
p,.:min<lahan hak. pcnthebasan tannh darr
pcncab'-r ' tan hak. Penguasaan clan penq-
sunacn oleh siapapun untuk keperluan
afx1,rrLn hanr.s ada landasan haknya. Pengua-
saan dan penggunaan yang dihaki dengan
saiah satu hak yang disediakan oleh I rndang-
['ndang Nomor 5 Tahun 1950 (selaniutnl a
di tu l is  r  I I - lPA) di l indungi  o leh hukunr
terhadap gangguan dari pihak manaptur baik
dari pihak sesama anggota masyarakar
maupun Cari pihak pemerintah sekalipun.
j ika gznggum itu tidak ada dasar hukumnva.

Dalam keadaan biasa tanah tersebut
hanya dapat diperoleh atas persetujuan dari
pihak pemil ik hak atas tanah, melalui
prosedur pemindahan hak atau pembebaseur
tanah. Tidak dibenarkan pihaii pemilik hak
atas tanah dipaksa untuk menyerahkan
tanahnya. Hanya dalam keadaan memaksa,
jikajalan musyawarah tidak dapat meng-
hasilkan kesepakatan.sedang tanah yang
bersangk utan benar-benar diperlukan urtuk
penvelenggaraan kepentingan umum,
pemerintah (dalam hal ini Presiden) oleh
hukum diberi kewenangan unutk mengambil
tanah tersebut secara paksa melalui pro-
sedur yang dikenal sebagai acara penca-
butan hak atas tanah.

Persoalannya adalah negara kita adalah
negara hukum, dan negara yang berdasarkan
konstitrxi. dimana mempwryai elemen pokok
berupa pengakuan, penghormatan, dan
perlindungan hak asasi manusia. Dengan
dcnr i kim. tentu m enimbulkan permasalahan"
1, 'aitu : Lragaimana implikasi prosedur
fcncabutan hak atas tanah berdasarkan

2r6
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I )e rprei ;  \ lo.  3{ ,  Tahun i00-5 terhadan
pcrl i l )( l i l ru:ur h:rk u:.. isi  :nanusil i

C. l \ I  etode I 'cneli t ian

Pcnelitian ini mcnrpalian penelitian Yurdis
Kornparatif  mengenai pengadaan tanah
bagai pelaksi lnaan pembangunan untuk
kcpentingan umum. Bahan hukurr-t y-ang
di gun;.rk:rn nreliputi : Bahan Hukum Prirner
(l ;LJD 1945. t lti lio. 5 Tirhr"ur 1960 Tentang
Kctentuan-Ketentuan Pokok Agrar ia

rLIPA). t  i l  I  No I 0 tahun 2004 Tentang .
L,utpres No. 55 ' t r 'a i r ' , rn i9Q3 tcntanS
P.:ugatlniin Ihnah Ilal:i Pelaksiinaan Pem-
baitg:tiniui I tntlik Kcpenti;rgali l.-linutn. dan
I t ; r ' r r1;r  i "c -r i ' l i r ,hun 2()05 tcnlans

I ' i : lg i r , r ; i r , , , r  i . r t r . ih IJal : i  l 'e laksanaai l  Pr: l r - r -

b i ' i r . . i r i r i ; r  I  i r r t r rk Kepcnt ingan I  i rnurn'

fJ.ri 'ran ! i i l f ;u;":r sr, 'k,;r,der\,;rng berupa huktr-

i.,: r, ri- l-l i,ikailrh, h:" : i rcnul itriur..i un url. lu'tikc I

..i., : : l. i : lit t-i'. l- rr: irn gln 1 |al:atl pcnur j ang t intui;

rt i.: i ; io ltf, l i  i  r lrn :rl ts ls lr.:r ir. i t. i , r l i  d :rta-data has i I

i \ . r l  l : i  n l1| . i f1 I  l i i i  i i .

i ) " i i r  r  r rn:r .  te l rh t , - ' rkur lpul  i l iarral is i r ,
i*', r r: rli slir til t itr;:i, t;rt r t i )cl i gan nlc lalrrf,l-r:
, '  , i l ,  ;  .  k,  i i i i l ' \ i i i ' iJ ' l  l l -  i ' t r t ra: . 'a i  pet" i t t [ i rJn

j ,  ! i ; t r i ;1r iLt-ut iL ie l l { i l ; - r  \d ' )g berk.uni i l l ! l
i r.4iin Pcngldiian liuialr iiagi i)r:ia'ksiil lct,il i
' rl'ranlliiniur l. tutLlk ltrpentinqa-n I lnrurn

r $lusi l  l lcnel i l ian dar i  Frmbahasan

l .  l iak asasi  manusi : r  l lan hal< atas
tun:rh

I iLrkurn .nel indungi kepc'nt ingan sc-
s rang de rrga;r cara llicnrlil l, lkasikan sr.ratrr
ki .  i i l - r i lSi i i l t l  kcnlr i i i l t : r ' t r  r ! r i1: i l r "  bcr l in. lak

.  . . i ; . ,  l r , , '

.  ; j r - . l l t r i l : - ; .1: i  . .* i i

c1 i - i ' l l ; ' i i . i  l ] -1r ' l l :  . .1 i

rn cn r tr t ; r ik an kcpcnt ingan ieischut.  Scrrr  i :  i

clinr.'at:ri.aii oicitAij,. 'n . " lhc legaily guaj-cn-

te ds por.r'cr trr re alisean intcrst".
( - ) leh karena i tu impl ikasi  dar i  de l inrsr

tcntans hak tersebut antlira iarn :

ii. hak adalah suatu kekuasaan. 
"'aitu 

sutu

kcnramptnn urtuk memodifikasi kea-

daan

b. l-lak mcrupakanjaminan yang dibt'nka:r

oleh hukum.
c. Pcnggunaan hak nrenghasilkan sLi;rtu

kcar laan yang berkai tan Iangsung

dcnsai i  kepent ingarr pcmil ik hak. (Air .

I t ) i ) {r :242 i

[)al,rrn krpu.snkaan ihnLr hu]iurn dikenai
teJn at i lu ajaran untuk nre n" ielaskan kctre -
i".rcialri hak. antara lairr .

l  I le iarrgcn fhcorie ( teor i  kepent insln r
i : r t 'nvatakan bahua hak adalah k;-
pr" il r :rrtilfl r attt tcri i ttdunc,i. Salah s;rt i r

tr r-' i r +r r n t itnva iLdalah lt r rdo! l-von Jhcrin q.

r rrlg herpcrrdtlpat irahrr.lr hak itu sr.ulu
ki ;ic, rt i rtarln lral lLl pc-:r l i nt bagi se,.c-
(r::nlL viu'il j i i l i iniJuiui ,' i, ir ltukun. atau
iL i . i l r  k l ' j l t , ; r ' r l l r ! : .ut ' .  :n* : , : r l tn i j lmgi

t -  \ l  , l r : 'at :ht  i '11, , . , - . r i , , '  tc '  t ;Lehcni ia i i t .
, . i ;1 i ;  rdai ; i r  I , ,ch*n. iak ,r .urg di lengkapi
rl.-'h keilen.lak Salah salri penganutnya
;rr l* lah I lernhart i  \ \ - rnscheid, yang
nrcr-r .vatakan l . lh i r l  i ;ak i tu sualu
k,  i lcndak larrr  c l i le ngkapi  dengrn
kcl . ,u.r tan dan i i inrr i  rr ich tata tcrt ib
h' , rkutn kepirr ia scsc()rang. Berd:r-
s l rk; ln kehenr luk sescor.rng t lapl , t
nr rlrnprrnel,ai ium:ili. n;, ;1.,i i. tat uilt daii
sr: i ',t gi;.irtYit

:  t ' ,  l . ; i : . ' . . i  : , , r : ; :1: l  r , i : l : .  . i i l ' . ,  ; ; : ; i . ; , i . , ,  I

' ' : . i  ,  . . ' , , i i  i ' . j ;1,1, : .  i . , , '1; i  . - r , . r ' ;11.r f ;  ; '1

' - : . l i ' l  r ' .  ,  t i . ]a l  r t i : . ;  \ , . . :  i . r .  r ! ' , t  I - t  r i i : iL i : . , i . . -

l l l i l  \  ; ln!  n l r in i ) r , in i . : :  i . . r r .  St i ra i ik : : ' , , r .



di dalarn masvarakat" bagi manusia
hanva a<Ja sirfir tugas slsial. Tata tertibr
hrikurri  t idak dida-sarl ian atas hak
kebcbasan manusiii, tetapi atas tugas
st.rs ia i  yang harus di ja lankan oleh
anggota nrasyarakat (Mas. 2004:32 -
33 ) .

Sedangkan di l ihat dari sudut ke-we-
nanlran. maka pengertian hak berint ikan
kebebasan untuk melakukan atau t idak
melakukan sesuatu berkenaan dengan
sesuatu atau terhadap subjek huhum tefientu
rtau se inua sub.iek hukum tanpa halangan
atau gangguan dari pihak manapun. dan
kehebasan tersebut memil iki kewenang-
wenangan untuk melakukan perhuatan
tcrlentu. termasuk menuntut sesuatu Kusu-
rnaatmad.ia dan Sidharta. 2000 : 90).

\4enumt Satjipto Rahardjo bahwa suatu
kcpentingan merupakan sasaran dari dan
l .ukan hanva karena ia di l indungi  o leh
hukrrni .  tetapi  - juua karena pengirkuan
ierhaelannva. I Ia l  ternyata t idak hanya
men'Jandutg ursur perlindutgan dan kepen-
irnsiin. nre Iainkanjuga kehendak (Rahardjo.
l00fl  ( l  t .  Kalau sa1,'a memil iki sebidang
tanah, maka hukum memberikan hak
kepada sava dalam arti bahwa kepentingan
savl atas tanah tersebut rcendapatkan
peri r n ilLrnqan. Perl iridungan,vang d iberi k an
itu trclak han,v-a ditLrrukan kepada kepen-
tingan sava. tetapiju':a terhadap kehe ndak
sava me ngenai ianah itu. Maksudnva saya
bisa rne'nrherikan atau merlvariskan tzurah itu
kep;13n orang larn di:n hal itupun termasuk
kc.{ ; i l i im }r . ik  sar. ; r  . i rd i  t idak l i rnr  i t
l , ! - ' ! -1, . ' l t i t i t r t i i f  

'  
sa\ : l  \  . : t : j  r : tc ' idqpai  p l ' t  l i , i -

! i I i I i i i . I "  i . l ; , : l . i i l i i ;a l  ,  : . I  - t : ,  i i , . ' i tc i ld;1i . ,  s i : r ' : l

. , \ i , i t .  i r ' . -Oa!' i1D"i ( i ; :  l r i<ic: j ' ist tk vantr, i lcr l i i
drpcr i l i i iKlr- r .  \  a i tu .
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a. Dcnqzurhali mcm,m!:kinkanpmiliknya
r.rnt r * mcl akulian k e*'enangan. Dalam
hal ini ker.venanagn menimbulkan
adanl 'a keter ikatan pihak la in.
Kcterikatan pihak lain ini lah yang
drscbut kewajiban.

b. I lak hukan hany,a merupakan suatu
kervenangan tertentu, melainkan juga
untuk melindungi suatu kepentingan
tertentu. Kepentingan tersebut harus
kongkrit.

c. [)alam mempertahankan haknl 'a"
seseorang dapat mengaj ukan funtutan
hak igugatan) ke pengadilan.

d. Kewenangan yang diberikan oleh hak
bukan hanya memberikan kewajiban
kepada pihak lain. melainkan , iuga
memberikan kewajihan kepada yang
mempunyai hak tersebut agar tidak
tc4 adi "penyalahgunaan hak".

Persoalannya sekarang adalah apakah
hak ata:s tanah itu dapat dideskripsikan
sebagar iragran darih;* asa-si manusia.

Istilah "Hak Asasi Manusia" itu sendiri
perl u pen r enrihan. l,)i indonesil pengglrnaan
kata ! irk asasr maniisia (disingkat HAM)
sudah sansat iuas digunakan, bahkanjuga
sudati drresmikan dengan adanya undang-
un{ianq \r}nlor 39 Tahun 1999 :tentang hak
ilSilSl n'lnrusia ftjL; I-L\N4). Kalaupun perlu
adanr I pe niernihan maksudnya tidak lain
nntuk mcncegah adanl,a kerancuan dalam
pemaiiaman. Kepustakaan hukum selalu
;r( l rgrnr lakan ist i lah hak-hak dasar
{ter-i*nr.r iran dari ist i lah grondrechten.
I Linil;rin r"'nra l. ri ghts ) dan I lak-hak Manu:;ia
i  i i . ' i  r . 'n i . i l . t : i i r , , lar i  is l i iah mensenrechten.
i t ,, i , i ; i l t ;- i , ' l i i  : Ke,Jtri i  ! l ,.t i ...1-i i l lak inrttrbrJt

" i i l , i  r , : ; i i  r  r : i i i r :  i . r i i .  i i :kur-engcerntat i i l i

te 11r.l!. krrena dua hak tcrschut ditulis ssctuli



Ari Purwadi. lmpliku.si Penc'uhuton Huk Atu.s Tonoh Thp Perlindungan IIak Asast 219

' interchangeable' serta nampaknya harus
berlanjut (AbdulGani. 1994 : 2).

Mengikuti pemikiran Meuwissen, Hak-
[]ak Asasi Manusia memil iki Pengertian
yang sangat luas sehingga menunjuk pada
hak-hak yang memperoleh pengakuan
secara intemasional, atau dipahami sebagai
hak-hak yang dibela dan dipertahankan
secara internasional. Sedangkan hak-hak
dasar hanva mempunyai kaitan erat dalam
silatu nesara bangsa atau hak-hak yang
diakui melalui hukum nasional. Selanjutnya.
Konotasi Hak-hak asasi manusia berkaitan
dengan asas-asas ideal dan politis. sedang-
kan Hak-hak dasar jelas dan tegas me-
ru;rekan bagian t idak terpisahkan dari
L,rndang-undang l)asar. sehingga kono-
tasinva iebih v-uridis sifatnya. Skema di
baw'ah ini menggambarkan perbedaan
tcrsebut ( Hadjon. 1988 : 252).

I ! t, nirtn R i t, j tt s .\ lrt n t t nrec'hl e n

Y
Interriasional

Y

ius consl i tuent lum

flumsn Rights

Y
Nasional

i
v

?o'i t i t ' ' ' , .  rci 'ht

The t. iniversai i)cciarati i in of Human
rights diciptakan oleir suaru badan polirik

i nternas ional Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PRB).  Dar i  arena pol i t ik  PBB ini  dan
sebani 'ak mungkin diupavakan untuk
dituangkan dalam Llndang-{ indang Dasar
(perundang-undangan). Melalui undanc-
undang sebagai hukum posit i f ,  hak-hak
manusia itu dite{ emahkan menj adi hak-hak
posit i f .  Oleh Maurice Craston dikatakan
hukum posit i f  ini membutuhkan sistem
penaf-siran hukum positif dan pelaksanaan
hukum positif untuk menjadi suatu realitas.
Jadi terladi proses alih dari isu politik menjai
isu hukum (Abdul Gani. 1994 : 3).

Hak-hak dasar sebagairnana yang
ditetapkan dalam UUD.15 1,ang berkaitan
dengan kehidupan berkeadilan sosial antara
lain,meliputi:
a. Kesamaan kedudukan dalam hukunr

dan kervajiban untuk menjunjung
hukurn;

b.  Kesamaan kedudukan dalam pcme-
rintahan dan keil  a. j  iban rnenjunj ung
perncrintahan tenebut tanpa terkecual i :

c. Ilcrhak atas pekerjaan yang layak bagi
kenranusiaan.

.i llerhak atas kehidupum )'ang lay'ak bagi
kemanusiaan:

e.  Perekonomian merupakan usaha
bersama atas dasar kekeluargaan;

1. I'}enyelenggaraan produksi yang pen-
ting bagi negara, yang mengrxNai hajat
hidup orang banyak, bumi, air, dan
kekayaan akan dikuasai oleh negara:

g Kemakmuran masyarakat yang diuta-
makan dan bulcan kemakmuran orang
perseorangan;

h. Fakir miskin dan anak terlantar dipc-
lihara negara.

[)aiam perkembanrannya. t] l  lD i  94'
' ,  anas tclah mensalami anir indemen sc-
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banyak 4 kali, maka pada amandemen ke-
2 atas ULiD I 945 telah ditetapkan bab baru,
]'aitu bab X A yang mengatur hak asasi
manusia (pasal 28 a sampai pasal 28 j).
tlak-hak dasar yang diakui sebagai hak asasi
rnanusia ini lebih lanjut diterjemahkan
kedalam undang-undang, seperti terdapat
dalam IJU FIAM, sedangkan yang berkaitan
dengan hak atas tanah diaturdalam UUPA.
Adapun hak-hak atas tanah menurut pasal
l6 ayat ( I ) UUPA adalah :
a. Hakmilik.
b. Hak guna usaha.
c. Hak gunabangunan.
d. Hak pakai.
e. Hak sewa.
f Hak membuka tanah.
g. Hakmemunguthasilhutan.
h. Hak-hak lain, yang tidak termasuk hak-

hak tersebut diatas yang akan ditetap-
kan dengan undang-undang serta hak-
hak yang sifatnya sementara sebagai
y'ang disebutkan dalam pasal 53.

Secara garis besarnya hak-hak atas
tanah tersebut dapat dikelompokkan
menlarf i :
a. Ilak-hak atas tanah yang bersifat tetap,

yang meliputi hak-hak atas tanah yang
disebutkan pada hurufa sampai dengan
hurufg. Hak-hak ini dikatakan bersifat
tetap karena akan tetap terus ada.

b. Hak-hak atas tanah yang akan diten-
tukan oleh undang-wrdang. Untuk hak-
hak ini sampai saat ini belum ada
urrdang-undang yang mengaturnya
diluar UUPA.

c. IJak-hak atas ranah yang sifatnya
sementara yang menurut pasal 53
UUPA meliputi hak hak gadai, hak
usaha bagi hasil, hak menunpang, dan
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hak sewa tanah pertanian. Disebut
sebagai hak yang bersilat sementara
karena eksistensinya pada suatu saat
nant i  akan dihapuskan, karena
mengandung sifat-sifat yang kurang
bai k bertentangan dengan j iwa IIUPA,

2. Konsep "kepemil ikan" hak atas
tanah

Konsep hukum yang perlu dike-tengah-
kan disini sehubturgan dengan korsep hukum
yang dinamakan "hak" adalah konsep
"penguasaan" dan konsep "pemilikan".
Konsep hukum disini diartikan "konsep
konstruktif dan sistematis yang digunakan
untuk memahami suafu afuran hukum atau
sistem aturan hukum" (Kusumaatrnadja dan
Sidharta, 2000 75).

Kita tidak bisa dibayangkan apabila ada
suatu sistem hukumyangtidak mengakui dan
mengatur mengenai penguasaan. Dalam
suatu kehidupan bermasyarakat akan
mengalami kesul i tan apabi la anggota
masyarakat tidak memperoleh kesempatan
untuk menguasai barang-barang. Justru
dengan penguasaan barang-barang akan
bisa membawa seseorang unfuk bisa masuk
ke dalam jaringan kehidupan bersama
Tanpa penguasaan yang demikian itu.
seseorang tidak akan bisa mengembangkan
hubungan dengan orang lain, bahkan bisa
dikatakan seseorang t idak akan dapat
m em pertahankan kelangsungan hidupnya
secara baik tanpa adanya penguasaan
barang-barang. Pengusaan ini pada dasamya
bersifat t'aktual, yaitu yang mementingkan
kenl'ataan pada suatu saat. Penguasaan ini
bcrsilat semtara sampai nanti ada kepastian
mengenai hubturgannya dengan barang yang
dikuasainya itu (Rahardj o,2000 :62).
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Berbcda dengan penguasaan. mrkf i
kepernilikan mempun)'ai sosok hulium yang
lebih je las d'ur pasti. Dalam penguasaan 

-vang
pentir)g adalah apakah scseorang menguasai
suatu barang ialah pertanyaan yang harus
diiawab berdasarkan kenyataan yang ada
pada r,vaktu i tu tanpa perlu menunjuk
kepada hukum. Pengusaan hubungan yang
nyata antara seseorang dengan barang yang
ada dalam kckr. lasaan. Dengan demikian,
cjalam penguasaan t idak memerlukan
legitimasi lain kecuali bahn'a barang itu ada
di tangarr sescorarrg. Kalau kepemil ikan
rnernerlukrut ieqitinlasi, sehingga hubungan
lntrn: :i:rsf {i!'ar':S ,.il:iean cbjek yzurg menjaCi
sas'- irai i  krperni l ik:rn ierdir i  dlr i  suatLr
i.r'rnplr"'L:, hak-hak t ltahard.jo, 2000 : 5,1).
l\,L'nu1rl l'J I'it;cralil iriri l-rak ya-ng terma.suk
ilalrm Lcrcr';il:f.rr a,jal;rh .
,1. l],::riilik m':*iprnvaihakrurtirk mcmilil.i

r ! : i ' i r : r l l ; i '  . i  \ . i i , ' l i iprrn, . t r i l r  i le l l l r i

' .  
r ; l t , : r r ; ; l l l i . .  . , .  i lJ ; i l . '  l . ! l r t rTt t . : tang ?iat :

l '  - l q.' : lS; i." .r ; : ' ,:tf; i ir g i ! ' .,. : i t lk :: i ial; :1:s
i , , r l - - ! , ; ;  i lq; ; i ' i .1 i r  i : r ! : i  i ;1 i13 i ;1

' '  
"  

, ; r1 ; i i ! . .  .1, , t i ' r , l r l t l r .  l r i  l : l i ,  untuk t t  j r -n!-

. : '  rr l ' . ,1n 1...t t, ! ; i l , l '-r : r i kni ; ' ,{ i  },"; ira f.} i:
' " , t ; i - ,  i i r i , ! i l ' i r : . , : - .  st i ingga kciner ' .
,Jr--!,lran iraCa penriiik untuk trerbruat
terhadap barangnva

c {'*milik mempunvai hak rurfuk mens-
iiabi skan. meru sak atau mem indahl., an'
nrenverahkan baranllnya. Pada orailg
\ ang menguasai suatu barang. rnaka
hak untuk m em inciahkanlmenyemhkan
tidak ada karcna adanya asas "t i : ida
scseomng Furr d:rprl merninilahkal hr{":
r :in;t l,:hih dr.r:n.tri-, - li;rg r.ripl ln','rlr;r1,'i"'

C.  t  q 'pr '1ni i i i . ' ; , i i  i t r i ) r -1,) i i i ' ia i  ; t r ' i  i i t l ; . : .

; ! r i . I r ! j ! ' f i l l !  i i ' : r :k l ,  ' , . . r1. .  l ' . ; .  i - ' ; f i  , : l r

n lemhedakal t  r ieng::  ! : ' i ' ) ! :J t i r l i ; t  i '1 ' r i :

k l ret ta t rnt t rk pclrgut. : i rJ1i  l rcr  iu pcncl '

tluln ciatusnyn irhil: lanii;t,l i krm,r..1i;ir',
hari. k,:m i 

.l 
, i i ; ' iric tr:i !., ' i riti s l.t: rll l.,,

untrLi  qclamanr' : .

e.  ("penr i l ikaI  rnctr tp, ;1- ;1ai  c i r i  r ln,-

bersilal sisa. Seanurg pcrnilik tanah bisa
menyeu,akan tanahnva kepada orang
lain.  b isa nrcmherikan hak kepada
orrnr '  la in untuk m; l intrs i  ta i i lhrrru"
atau memherikan hak-hak yang lainn.v-'a
kc'pada orang la in rnaka ia tet :p
mcrnilik hak atas tanah itu terdiri dari
sisany'e sesurlah hak-hak itu ia berikan
kciracla oranq-i)ranc lain (Rahalt- .

200[] {-'5)

N1enttrr-r t  l  . i )  i r tacpi lcrsun, hakci .at
keprenri l rkan adalah [rah*a .  i  .  keperni l ikrur
adalah -."niir llal tl.rlrtr irili su.rtu klaini l rirg
r lapi : t  r i ipaksakan.," iar i  l .  l i tcskrprurr : r  i . r i
k lairrr  ' "  ung dapat diplak:aki in i tu menr i rrr . i l

hak ter",;brrt rnerrjaor liak nicrturut hLii."irr i,.
na nr r.l!r c r r-i tliliLa';rva ili ir;rksli an i t u sc :rit : r i
i ' .  I t i ' t ]1, lJ i r .  p i l i r . r  Lc)-hi i i . t i r  l i l l is \ i t t ' . r ( ; t i

r . i l r1, . . r  l i i r  . i t i ; : l . i ! l  n:rr i 'a i l  {  \11r"  ; :hc:rst i t r .  1 i )  ;3

i -1 i  t . f  i r r , ' i l r  r l i i i ;1rr  ar i . : l , r i t  \ ! -1atu l ln\

nr lk; t t l . t t -  i {  i i t i i j  i ! r . ! i ' : i r t ! r  i^  I ' i . , '  : r i l i i ten a. ia la l t

nr i i l  i r r i^ '  , .  t l : i : , i l t  1" , ,  . .1 ' r : . ' ;  ,  t i ;  i1. :  ar i i l l l t

l i . l l l l i i i ; r i i  \ . :1 i r :  , j : r { r i l  , i ' ' ' : . l  S: tJ" , : , i t  d. tn

dlc iptakarr  o l6- ' | i  1q" ' ;113 I  \4:rcpherson, i978

. t i4 )
l )1311gf i1 ' '1 '1.n;t tan k*pt:r l i  i r  rr ; rn hak :r tas

lai ia i r  i ;er t rs lah i l iperh' , t i [ ' r r t  dalam p,:-
nr- :aCi l i r i r  t ; rnrr l t  t tn i r ik  ncrnhJngul t : t r t  l ' i ' : ' -
r , . tnvi ta I  ln\  I  a. ialr i  r  ; . r i  nsi  p [ ' ' l tgh<.rtn t l  l ,  : ,
vang diber ikan lerhadap keprmi l ikan l ' . r i
atas tartah (ohi 'ek) atar i  l .erxr i iu fcrrr i . t , i r rr- l
! ; ' t i , . ' i . i1 I ,  i i " " r l i  i i . l1.  : . l i . i '  ! i i , r  ,1,  , . , , i . '  ' - '1.  .  '

f  ,  r . , i :  
" , : ' i : i1 l . i , r , )  ; ! ,  . .  ,  \ . r  : ,  r ,  . :  ' r  .

: . .11: . . " i ' ,  i r 'L \ . : , . ' : l l : : : :  : '  . . ' i - ' . \ ' .  _

r  t l i r . : , . ik  !  : t i i lS t ,J l l i - l i ,  {  r ,h " ;  \  , t t i ! ,  i i t l - f  r  .

f i i lkan hak *krrn,r in i t t r  ; r .  l  ) i . : i t  ! .ar t l l r  : , , , .

lc i,; 11 igplr, prinsi pr prtt rthc,n l i irtan i i i  bc r-i i . ar r
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kepada subyek sebagaimana yang termuat
dalam pasal  28 h ayat (4) UUD 1945
(Arnandernen II),  yang berbunyi: , ,setiap

orang berhak mempunyaihak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
oleh siapapun".

Sebe narnya kewenangan negara men-
cabut hak pemilikan hak atas tanah sese-
orang bersumber pada 2 hal:
a. Pengertian hak mil ik (eigendom)

sebagaimana yang diatur dalam pasal
570 Burgelijk llttetboefr (BW), dan
beberapa ketentuan agraria di jaman
Hindia Belanda.

b. Prinsip "fungsi sosial " dari hak atas
tanah.

Pasal570 BW menyatakan.,hak mil ik
adalah hak untuk menikmati suatu benda
dengan sepenuhnya dan untuk menguasai
benda itu dengan sebebas-bebasnya asal
tidak dipergunakan bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan umum yang
diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai
wewenang untuk itudan asaltidak menim_
bulkan gangguan terhadap hak-hak orang
lain. Kesemuanya itu dengan t idak me-
ngurangi kemurgkinan adanya pencabutan
hak itu untuk kepentingan umum, dengan
pembayaran pengganti kerugian yang layak
dan ketentuan undang-undang,,.

Dengan dikuasainya suatu benda ber-
dasarkan hak milik atas seseorang pemegang
hak milik diberikan kewenangan untuk
menguasainya secara tentram dan untuk
mempertahankannya terhadap siapapun
yang bermaksud untuk mengganggu keten_
famannya dalarn mcnguasai, mernanfaa&an
ser io lucmpergunakan benda terscbut
(Mulvadi dan Widj aya. 200(! : 191). Namurr
dalam penggunaan hak mil ik didasarkan

'r 1',

pada pernbatasan : l. tidak bertentangan
dengan peratumn perundang-undangan. 2.
'fidak mengganggu hak orang lain. 3. Bisa
dilakukan pencabutan hak demi kepentirgan
umum dengan pengganlian kerugian yang
layak.

Dalam sejarah hukum agraria padajarnan
Hindia Belanda telah diterbitkan ketentuan
mengenai pertanahan, y aiu A graris c he We t
(S.1870 no. 55) pada tanggal gApri l  1870,
yang kemudian dilengkapi dengan Agra-
rische Besluit (S. lg70 No. l lg) yang
ditetapkan pada tanggal 20 Juli  1g70.
Melalui Agrarische Besluit pemerintah
belanda mempunyai aiasan yang kuat untulr
melakukan penguasaan tanah yang ada di
Indonesia melalui asas domein verklaring.
Menurut asas ini, setiap tanah yang ada di
kawasan Hindia Belanda yang tidak bisa
dibuktikan siapa pemiliknya harus dianggap
sebagai tanah negara.

Dalam penerapan secara proporsional
untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai
penduduk bi lamana diperlukan untuk
keperluan tertentu telah dikeluarkan Gover-
mement Besluir 1893 No. I I (Bijblad No.
4909) yaitu peraturan tentang pengambilan
tanah unnrk keperluan pemerintah. (Abdur_
rahman. 1995:2).

Namun, pada tanggal I Jul i  1927,
perahran ini dicabut dan digantikann dengan
yang baru yaitu Govermement Besluir
tanggal  I  Jul i  1927 No. 7 (Bi jb lad
No.l I  372) yang kemudian diperbaiki
dengan (iovermement Besluit tanggal g
Januari 1932 No. 23 (Bijblad No. 12746).
Peraturan ini berlaku cukup lama hampir
selcngah abad hingga saat Cicabut oleh
N4ntcri [)alam N-eqeri pada tahun 197_s
(. ' \bdurrahman, l9!)5 : 31. Irr insip dasar
dalam pcraturan rnengenai pengambilan
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tanah untuk ke pcrluan pemerintah harus
disclcnguarakln dcnrtan persclujua;:
pemilikny'a. Dengan Demikian, yang diatur
dalam ketentuan ini bukan di maksudkan
sebagai onteigening ( pencabutan hak ) yang
di atur dalain Onleigening Ordonnatie
tanggal  3 I  Jul i  1920( S. 1920 No.574).

Kedua peraturan tersebut Governeme nt
Besluit dan Onteigening Ordonnatie
mengatur dua hal yang berbeda, namun
keduanya tidak dapat di pisahkan. Apa yang
di atur dalam Governement Besluil itu
dikcnal  dengan "pembebasan tanah",
sedang yang di atur dalam Onteigening
Orcfutnnstie cii kenal dengan " pencabutan
hak atas tanah untuk kepentingan umum
".l\4enur:ui Abdurrahrnan", pe'mbebasan
tanali mengandung makna sebagai per-
hrratan melepaskan hubungan hukum yang
semula,vang terdapat di antara pemegang
iklir., r:rerei;a yang menguasai tanah dengan
cara pemherian penggantian kerugian atas
ciir,itr rnusvar','irrah dengan pihak yang
i:*'s;rr*kuirur" seclzurgkan "pencabutan hak"
i." iair ircngamhilan tanah kepunyaan suatu
prhr l '  r leh l ' regara se cara paksa. vang
nie ngakibatkan hak atas tanah itu menjadr
h;riris, tanpa l"ang hersangkutan melakukan
srianr pelarqqaran atau lalaidalam memenulil
r i .r ' ,r  kr\\ 'ai lban htikum {Abdurrahman.
1'r . i l  : i t ) ) .

lanah memiliki fi.rngsi sosial merupakan
antite sa hukum tanah harat, 1,ang menganul,
konsep individualistik - iiberal pada abad
XIX. Pengertian "f irngsi sosial" sebagai
reaksi dari penerapan dan penggunaan hak
nri!ik sccara tcrlal'i, r.:r,,!i!i:k ci*n f;:rmalistis
drnidslt nuncal.: ltc i ., . ; ir r 'r, lr. i : l?n k,irjr r-; i i i : i ft ,c

d. tn i i ; , , j i ls tnal i : i inc. i  i  : ,  i l t l

i)e ngan adiinva kon.-ccp"iurrgsi sosi;rl" ir-u.

ma*.a hak milik tidak lagi di pandang sebagai

'- drttit irn' joluble L!! .re{'r!_" '. y aitir i':ngl liiilti,.
danat r. i i  ganggu l lugi l t .  K,rnsepsi hLiki;nr
tanah yang didasarkan pada konsep
individualistik - liberal tentu ditolak, karena
j ika indiv idu diber i  kebebasan dalam
pemilikan tanah tanpa ada intervensi negara
akan terjadi praktek akumulasi tanah tanpa
batas, yang berkembang menjadi monopoli
penguilsaan tanah pada segelintir orang dan
ket idakmerataan penguasaan dan
pemanfaatan. I-Jnsur masyarakat atau
keLrersamaan dalam penggunaan tanah agar
tidak terl adi akumulasi dan monopoli tanah
oleh se gel intir orzurg. Ketreba^san indiv i du di
kurangi  dan di  masukkan unsur
kebersamaan kedaliim hai,,. individu. Dalam
hak individu (hak perorangan) ada hak
kebersamaan, ini lah yang di sebut tanah
mempunyai fingsi sosial.

Dalam perkembangannya temyata i sti lah
"ftrngsi sosial" inidigrurakan dalam konteks
dan untuk kepentingan apa saja dalam
rangka pencabutan hak atas tanah milik
rakyat. Prinsip "fturgsi sosial" justu dipakai
sebagar iandasan vuridis negara untuk
me ngiunhrl ahil atau mencabut irak ata-s lanah

,vang rirmrl iki dan dikuasar rakvat untuk
kepentrngan umurn. Hak rni l ik atas tanah
nlemegang peranan l,ang penting bagi
kehidupan ekonornr seseorang, sehingga
tungsi sosial yang drkaitkan pada hak milik
atas tiinah tentu dihr:br"rrrgkan dengan usaha
mencan nalk;rh dan Jrnghidupan yang la.'-ak.
f {ak milik benurrh:r pada kenyataan hidup.
bahrva untuk mengiridupi dir i  sendrri .
barang-barang tertentu hanrs dimiliki. karcna
bagi mantrsia ada sekeitrntpolq barang vans
rr , ' r ' l r - ; l :  u \  . l t r i r i  tncrr lDl i , l i i  ke but ' . l i : l t r  h: i* i
keiarru ' r rngan hidup mani is in.  I )eng;r i '
. ie rnrkian. peng,honnui.an l ia i . ;  rni i ik r tas
ianah scseorang berkaitan dengan pasal 2?
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ayat(2) LruD 1945 yang menyatakan,.tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kema-
nusiaan ". Penegakan kedua hak dasar ini
memberikan pemahaman, bahwa jangan
sampai penyelenggaraan kepentingan urnurn
diselenggarakan dengan mengorbankan hak
perseorangan atas pekerjaan dan peng-
hidupan yang layak. Oleh karena itu,
ketentuan hak dasar dalam pasal2T ayat
(2) UUD 1945 merupakan ukuran penting
dalam menentukan baks toleransi penyam-
pingan atau pencabutan kepemilikan hak
atas tanah seseorang demi kepentingan
umum. Pengurangan atas pencabutan
kepemilikan hak atas tanah seseorang tidak
boleh mengakibatkan akan kehilangan
pekerjaan atau penghidupan yang layak, atau
sangat dikurangi kemampuan dan kemurg-
kinan untuk menikmati penghidupan dan
pekerjaan yang layak.

Kalau memang tidak ada jalan lain dari
pada mencabut kepemilikan hak atas tanah
seseorang, maka orang yang dicabut atau
dikurangi kepemilikannya harus diganti
hakmva sedemikian rupa, sehingga ia akan
terjamin hak atas pekerjaan dan peng-
hidupan yang layak. Dengan demikian,
sampai kita pada masalah ganti rugi akibat
adanva pencabutan kepemilikan hak atas
tanah seseorang.

Kata-kata "kepentingan umum" dan
' trembangunan" merupakan alat efektif urhrk
melegit imasi penyediaan tanah seluas-
luasnya oleh negara untuk kepentingan
investasi. Pengertian "pembangunan" itu
sendiri j angan disalah artikan pertumbuhan
plus perubahan. Perubahan mencakup
segala aspek kehidupan, yai tu sosial ,
ekonomi, dan buciay4 serta bersifat kualitatif
dan kuantitat i f .  Konsep utama ,.pem-
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bangunan" pada dasamya "perbaikan mufu
kehidupan".  Oleh karena i tu,  tumbuh
pefianyaan : apakah pengambil alihan tanah
rakyat selama ini atas nama pembangunan
meskipun diberikan ganti rugi benar-benar
menciptakan perbaikan mutu kehidupan
rakyat? Sebenarnya, ganti rugi itu bisa
bersifat fisik dan bersifat non fisik. Oleh
karena itu, dalam persoalan pemeberian
ganti mgi bagipencabutan kepemilikan hak
atas tanah j uga harus memperhatikan kedua
kerugian tersebut, terutama untuk ganti rugi
non fisik. Kerugian yang non fisik meliputi
hi I angnya pekerj aan, bidang usaha, sumber
penghasilan dan sumber pendapatan lain
yang berdampak pada penurunan tingkat
kesejahteraan seseoftulg. Ganti kerugiiul non
fisik ini benifat komplementer terhadap ganti
kerugian yang bersifat fisik.

E. Kesimpulan dan Saran
l. Kesimpulan

Indonesia adalah negara berdasarkan
atas hukum (negara hukum). Negara hukum
mempunyai esensi pokok pengakuan,
penghormatan dan perlindungan hak asasi
manusia, termasuk hak dasar yang berkaitan
dengan kepemilikan hak atas tanah, maka
persoalan pencabutan hak atas tanah tentu
harus memperhatikan perlindungan hak
dasar sesorang yang terkait.

Permasalahan "kepentingan umum,'
dalam pencabutan hak atas tanah perlu
dipahami secara hati-hati dalam konteks
perl indungan hak asasi manusia. Ke-
pentingan umum ini merupakan hal yang
abstrak. mudah dipahami secara teoritis
tetapi menjadi sangat kompleks ketika
diimplementasikan. Menurut Maria S.W.
Sumard.fono kepentingan umum dapat
dijabarkan melalui dua cara : pertama.
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berupa pedoman umum melalui berbagai
ist i lah, hal ini dapat mendorong eksekuti l '
secara bebas menyatakan suatu proyek
memenuhi persyaratan kepentingan urrlurl,
Kedua. penjabaran kepentingan umum
dalam daftarkegiatan. Dalam praktek kedua
cara ini sering ditempuh secara bersamaan
(Sumardjono, 2005:4).

Definisi kepentingan umum dalam
Keppres No. 55 Tahun 1993 justru lebih
maju karena disebutkan bahwa ada 3 faktor
yang menjadi dasar kepentingan umum,
yakni  d i lakukan pemerintah, dimi l ik i
pemerintah. dan t idak untuk mencar i
keuntturgzur dan j enis kegiatm pernbangrnan
hanya dir inci dalam l4 jenis kegiatan.
Sedangkan dalam Perpres No. 36 Tahun
2t105 adalah "kepentingan sebagian besar
nrasvarakat"  dan . lenis kegiatan pem-
bensunan dir inci dalam 2l jenis kegiatan

lf'r,ing merupakan penambahan dari jenis
k,rFratar: ulalain Keppres Nomor 55 tahun
!llq i y,oi1u"1slan tol. sarana olah raga, nunah
susun sedcihana, tempat pembangunan
srmpah danpeftanaman..

I)r l : im Perpres No. 36 Tahun 2005 inr

.juga tidak mencanftunkan syeuat"tidak urtLrk
mincal'l keuntungan". Sebenarnya konsep
negara hukum menekankan bahwa esensi
penting dalam proses pencabutan hak atas
timah bagi pelaksanaan pembangruran wrtuk
kepentingan umum adalah adanya partisipasi
masy'arakat dan adanya hak siapapun untuk
mengggunakah j alur pengadilan. Defi ni si
kepentingan umum adalah sesuatu yang
abstrak, sehingga tidak bisa satu pihak
mengklaim apa yang dilakukan itu untuk
kepentingan umuin. Deqgan demikim, kalau
ada gugatan terhada.p kiarm tersebut, maLa
menladi tugas pengadilan untrrk memunskiur
apakah klaim itu benar atau tidak untuk
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kepentingan umum. f)alam keadaan ini.
rumusen kepentintan umum dil ihat dari
kasus per kasus. Kalau putusan pencabulan
hak atas tanah sudah ditetapka olch Presiden
diikuti oleh gugatan kepengadilan, maka
siapapLur tidak boleh melakukan aksi sepihak
dan semua pihak harus menghormati putusan
pengadilan.

2.  Saran

Substansi  persoalan pencabutan
kepemilikan hak atas tanah ini bersinggturgan
dengan persoaalan hak asasi  manusia.
sehingga sehannnya wadahnya bukzur dalam
ben[*. perahran Presiden melainkan dalam
bentuk undang-undang, sebagaimana
amanat dari pasal 8 LIU nomor l0 Tahun
2004. Jadi Perpres No. 36 Tahun 2iJ0-s
tidak mcmpunl'ai i'alidiuu i iuidis.

Olch karena itu. sey'og1;rnva penetapan
kegiatrrn apapun yang bersilat kepentingan
umum diiakukan oleh legislat i f ,  pelak-
san;ian)'a di lakukan oleh eksekutif ,  dan
putusln atas keberatan atau sengketa
kepentingan urum ditetapkan oleh penga-
Jilan iimplementasi si.stcnt check urul
halunt e1

F. Daftar Pustaka

Abdurrahman. 1991. Ma.salah Pen-ca-
butan IIak Atas Tunah dan Pembe-
basan Tanah Di lndone s i a. CitraAditva
Bhakti, Bandung.

Al i ,Achmad. 1996, Menguak Tabir
Hukunt, Candra Pratama, Jakarta

Kusumaatmad.ia, Nlochtar dan B. Ariel
Sidharta,  2000" Pengantar I lmu
f{ u kttm (Buku I). Alumni. Bandung.



l .cgaf i ty, Yolunte 13, Nontor 2, September 2005 - l ' 'ebruori 2006

Mas, Marwas,2004, Pengantar l lmu
Hukum,Ghalia Indonesia, Jakarta.

Macplrerson, C.B.,  1978, Pemikiran
Dusar 'fentang Hak Milik, Yayasan
LBH Indonesia, Jakarta.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya,
2003, Kebendaan Pada Umumnyu,
Kencana, Bogor.

Nusantara, Abdul Hakim G., I 998, Politik
Hu kunt Indone s i a,YLBHI, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum,
Cet. V CitraAditya Bakti, Bandung.

Wignj osoebroto, S oetan djo, 2002, Hu ku m
(Paradigma, Metode, dan Dinamika
Mas alahnya), ELSAM, Jakarta.

A. Jurnal :

Abdurrahman, H., Pengaturan Tentang
Pengambilan Tanah Untuk Kepen-
tingan Umum Dari Masa Ke Masa",
Dalam Jumal Trisakti. No. 19 Th XX Juli
1995, l -12

Hadjon, Phil ipus M., "Hak-Hak dan
Kewajiban Dasar", Dalam Jurnal
Yuridika,No. 5 Th. IIINovember 1988,
251-266.

Makalah:

Abdul Gani, Hubungan Antara Politik,
HakAsasi Dan Pembangunan Hukum
Indonesia, Makalah pada simposium
dalam Rangka Dies Natalis XL Unair, 3
November 1994.

226

B. Surat Kabar:

"Presiden Bisa Mencabut HakAtas Tanah",
Kompas, S Mei2005.

"Perpres Membuat Warga diLahan BKT
Makin Resah", Kompas,9 Mei 2005.

"Perpres Pencabutan Hak Atas Tanah :
Langkah Mundur, Kembali ke Masa
Orde Baru", Kompas,9 Mei 2005.

Sumardjono, Maria S.W., "Perpres No 36/
2005 : Dampaknya Bagi Kepentingan
umum", Kompas, I 6 Juni 2005.




	KOVER JURNAL LEGALITY.pdf
	Untitled-1.pdf
	Untitled-2.pdf
	Untitled-3.pdf
	Untitled-4.pdf
	Untitled-5.pdf
	Untitled-6.pdf
	Untitled-7.pdf
	Untitled-8.pdf
	Untitled-9.pdf
	Untitled-10.pdf
	Untitled-11.pdf
	Untitled-12.pdf
	Untitled-13.pdf
	Untitled-14.pdf
	Untitled-15.pdf
	Untitled-16.pdf
	Untitled-17.pdf
	Untitled-18.pdf
	Untitled-19.pdf




